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ABSTRAK 
 
Afandi Haris Raharjo (B11110049), Pemenuhan Hak Narapidana Anak 
Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi 
Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar), di bawah 
bimbingan Muhadar selaku pembimbing I dan Dara Indrawati selaku 
pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan 
hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi 
Petugas Lapas Kelas I Makassar dalam upaya melakukan pemenuhan 
hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak. 
Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas I Makassar. Penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan 
penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan adalah data 
primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan 
dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan hak narpidana 
anak untuk mendapatkan pendidikan di Lapas Kelas I Makassar belum 
sepenuhnya terpenuhi .Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus 
dilakukan sebaik mungkin mengingat sangat urgennya pendidikan bagi 
seseorang (anak) walaupun sedang menjalani masa pidana. Di 
LapasKelas I Makassar terdapat Program Kejar (Kelompok belajar) Paket 
A, B, dan C untuk narapidana anak. Terdapat pula narapidana anak yang 
menjalani sekolah diluar Lapas dengan pengawasan dari Petugas Lapas. 
Di dalam pelaksanaan pendidikan kejar paket, pihak Lapas bekerjasama 
dengan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pembinaan dan pendidikan 
terdapat jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Lapas. Untuk proses 
pengajarannya, pihak Lapas melakukan kerjasama dengan Dinas 
Pendidikan setempat,  terutama untuk penyediaan tenaga pendidik. Pihak 
Lapas sendiri sangat mengharapkan bantuan aktif dari mitra kerja dalam 
upaya memaksimalkan apa yang menjadi hak dari narapidana anak 
tersebut. Dalam pelaksanaan proses pendidikan didalam Lapas, ada 
beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-
faktor tersebut antara lain kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses 
pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas 
belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik  yang disediakan oleh 
Dinas Pendidikan setempat, pengawalan terhadap narapidana anak 
apabila menempuh pendidikan di luar Lapas, serta alokasi anggaran yang 
minim untuk pendidikan didalam Lapas. Partisipasi dari instansi terkait, 
organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta aktifis penggiat anak 
sangat dibutuhkan didalam proses ini mengingat sangat pentingnya 
pendidikan untuk narapidana anak khususnya di Lapas Kelas I Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Anak sebagai  sumber daya manusia dan merupakan generasi 
penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari 
pemerintah, dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan 
sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Berkaitan 
dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan  pembinaan anak, 
diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala 
permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud 
menyangkut dengan kepentingan anak, maupun yang menyangkut 
penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa 
dihadapkan kemuka pengadilan.  
Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya 
sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu 
diratifikasinya Konfensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Perundangan-Undangan lain yang telah 
dibuat oleh pemerintah Bangsa Indonesia antara lain, Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara Subtansi 
peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang 
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berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas 
kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, 
bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. 
Dalam Pasal 31 UUD 1945 ditentukan bahwa: 
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 
2. Setiap warga negara wajib meng ikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya 
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang 
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya  dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan 
Pendidikan Nasional; dan  
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan 
manusia. 
Hal tersebut kembali  dipertegas  pada Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam Pasal 1 
menyatakan bahwa : 
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“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudakn 
suasana belajar dan proses  pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirnya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.  
 
Syaiful Sagala dalam bukunya menyatakan bahwa :1 
“Dengan pendidikan dapat membimbing anak kearah suatu tujuan 
yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang 
berhasil  membawa semua anak didik kepada tujuan tersebut”.  
 
Hak untuk mendapatkan pendidikan  tetap berlaku walaupun 
seorang anak sedang menjalani masa pemidanaan yang diputuskan oleh 
pengadilan. Ketentuan itu dijelaskan pada  Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam konteks pemenuhan hak 
pendidikan dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 
 “anak pidana memperoleh hak-hak sebagai mana dimaksud dalam 
Pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g”, dan salah 
satu hak anak pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran”. 
 
Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: 
“Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk 
menyiapakan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan 
bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 
datang”. 
  
 Landasan-landasan tersebut di atas merupakan sebuah acuan 
dasar bagi pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan 
                                                             
1
 Syaiful Sagala. 2003. Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu 
Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar. Bandung: Alfabeta. hlm. 11. 
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bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum dan telah mendapatkan 
kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini adalah sanksi pidana yang 
dijatuhkan oleh pengadilan terhadap anak. 
Sejak Tahun 1964 sistem pemerintahan bagi narapidana dan anak 
pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan 
menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula 
disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi 
Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat 
Pemasyarakatan Nomor J/H/G/8/506 tanggal 17 Juni Tahun 1964. Sistem 
Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian penegakan hukum pidana, 
oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari 
pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana 
bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia 
lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan 
yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Anak 
yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak. Penempatan anak yang bersalah pada Lembaga Pemasyarakatan 
Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing. 
Di dalam sistem hukum Negara Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya 
sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi 
dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan 
secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan 
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tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan 
ideologi dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya 
keseimbangan dan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan 
bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan. 
Di dalam Pasal 23 Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan di 
jelaskan bahwa: 
1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan 
kegiatan tertentu. 
2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan, dimana di jelaskan dalam Pasal 1 poin 1 dan 
Pasal 14 yang menyatakan bahwa : 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 
dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
 
Pasal 14 
1) Kepala Lapas Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik 
Pemasyarakatan. 
2) Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Lapas Anak 
wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian atas kegiatan program pembinaan. 
3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk 
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. 
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Dengan adanya landasan tersebut, maka pelaksanaan pembinaan 
di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  merupakan hal yang wajib di 
penuhi untuk menunjang kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan 
rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
C.I. Harsono dalam bukunya menjelaskan bahwa :2 
“Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem.Sebagai suatu 
sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa 
komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu 
tujuan”. 
 
Adanya model pendidikaan narapidana di dalam Lapas tidak 
terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih 
banyak bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai 
menjalani masa hukuman atau bebas. Pemasyarakatan dikatakan sebagai 
suatu sistem pendidikan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai 
suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai 
reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan 
pemasyarakatan dengan masyarakat. 
 Di dalam Lapas, para anak pidana akan tetap mendapatkan 
perlakuan yang baik dari petugas lapas guna mengoptimalkan proses 
pembelajaran dan pembinaan. Jadi, yang menjadi salah satu inti dari 
pemidanaan adalah mengintegrasikan pelaku pidana menjadi manusia 
bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran agama illahi. 
                                                             
2
  C.I. Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan. hlm. 5   
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Oleh karena itu dengan pemenuhan hak anak pidana dalam 
mendapatakan pembinaan berupa asupan pendidikan yang baik di dalam 
Lapas merupakan salah satu poin penting yang patut untuk diangkat salah 
satu topik kajian dewasa ini. 
Pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana dan 
berdasarkan putusan pengadialan dapat di didik dan ditempatakan di 
Lapas Anak Kelas II B Pare-Pare atau atas permintaan lain dari orang tua 
walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk didik di 
Lapas Anak Kelas II B Kota Pare-Pare agar mendapatkan pembinaan, 
bimbingan, keterampilan dan terutama mendapatkan pendidikan. Namun 
di Lapas Kelas 1 Makassar yang khususnya menampung naraipidana 
dewasa ternyata juga menampung narapidana anak. Hal tersebut 
dilakukan  karena adanya alasan-alasan dan pertimbangan tertentu. 
Sebagai upaya dalam membuat suatu analisis ilmiah dari 
pemaparan diatas, maka penulis memutuskan untuk mengangkat topik 
dalam skripsi ini, yaitu “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk 
Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus  Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas 1 Makassar)” 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, 
maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana anak dalam hal 
mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas 1 
Kota Makassar?  
2. Kendala apakah yang dihadapi petugas Lembaga 
Pemasyarakatan  Kelas 1 Kota Makassar dalam upaya 
melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk 
mendapatkan pendidikan?  
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak narapidana anak 
dalam hal mendapatkan pendidikan di Lembaga 
Pemasyarakatan  Kelas 1 Kota Makassar.  
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar dalam upaya 
melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk 
mendapatkan pendidikan.  
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2. Kegunaan Penelitian  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan saran 
kepada pemerintah mengenai cara yang efektif dan solusi dari hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam upaya melakukan pemenuhan hak 
terhadap narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya kegunaan karena 
nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapakan penulis dari 
penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan 
hukum pidana pada khususnya. 
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi 
penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
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1. Hasil Penelitian ini  diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembankan kemampuan penulis dalam bidang hukum 
sebagai bekal untuk masa depan dalam instansi penegak hukum 
maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuankan penegakan 
hukum; 
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap 
mengenai pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan 
pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota 
Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Narapidana  
1. Pengertian Narapidana 
Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani 
hukuman karena tindak pidana. Sementara itu, menurut kamus induk 
istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; 
orang buian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa 
narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang 
menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 
Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana 
adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di 
Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 
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2. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Narapidana Anak 
Seorang manusia dapat disebut memiliki atau mempunyai hak, 
lantaran ditimbulkan dari adanya presepsi bahwa manusia sebagai 
makhluk sosial atau disebut oleh Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum 
masehi dengan  sebutan Zoon Politicon. Eksistensi sebagai makhluk 
sosial menghendaki adanya atau jalinan hubungan dengan sesama. 
Hidup berdampingan membutuhkan satu sama lain. Atau lebih dikenal 
dengan istilah hidup bermasyarakat yang pada  hakikatnya semata-mata 
untuk kepentingan manusia itu sendiri.  
Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap 
orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa  hak memiliki pengertian 
tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 
kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-
undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk 
menuntut sesuatu, derajat atau martabat.  
Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar 
sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti :3 
a. Bernard Winscheid, hak ialah suatau kehendak yang dilengkapi 
dengan kekeuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau 
sistem hukum kepada yang bersangkutan. 
b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh 
hukum. 
                                                             
3
 Maulana Hassan Wadong. 2000. Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak . 
Jakarta: PT. Gramedia. hlm 29. 
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c. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk 
berbuat sesuatu. 
d. Leon Duguit, hak adalah diaganti dengan fungsi sosial yang 
tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua 
manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu. 
 
Pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu pengantar untuk 
memahami atau meletakkan makna dari  yang sebenarnya tentang anak. 
Hak anak dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut; “Hak anak 
adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi  dengan 
kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada 
anak yang bersangkutan. 
Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada 
manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus mencerminkan 
jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat 
dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu 
merupakan jaminan dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk 
melindungi hak-hak tersebut. HAM merupakan alat utnuk memungkinkan 
warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk 
penunaian tugasnya dengan baik. 
Tentang pengertian HAM, A. Gunawan Setiardja mengemukakan :4 
1. Defenisi Yuridis HAM menunjuk pada HAM yang 
dikodifikasikan dalam naskah atau dokumen yang secara 
hukum mengikat, baik secara kostitusi nasiaonal maupun 
dalam perjanjian internasional; 
2. Defenisi politis HAM, yang menunjuk pada pengertian politik, 
yaitu proses dinamis dalam arti luas berkembangnya 
masyarakat suatu masyarakat tertentu. Termasuk 
didalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam 
                                                             
4
 A. Gunawan Setiardja. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi 
Pancasila. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 89-90.  
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rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya 
mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk 
mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu 
hasil terpenting dari proses politik, hukum berakar dalam 
keadaan politik konkret masyarakat.  
3. Defenisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi moral 
HAM. Makna etis HAM justru menyangkut problem esensial, 
klaim individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau 
hak-hak politik.  
 
HAM menyangkut segala aspek manusia yang merupakan 
pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan 
makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum. 
Deklarasi seduania tentang HAM, PBB telah menyatakan bahwa 
setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana 
yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku 
bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan 
pendapat lainnya, asal usul bangsa, atau tingkatan sosial, kaya atau 
miskin, keturunan atau status. Kebutuhan akan perlindungan khusus anak 
telah tercantum dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak Tahun 
1924 dan telah diakui dalam deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia 
serta undang-undang yang telah dibuat untuk badan khusus dan 
organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian tentang 
kesejahteraan anak-anak. 
Oleh karena itu, majelis umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak 
Anak-Anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa 
kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan, 
baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. 
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Wagianti Sutedjo menjelaskan bahwa untuk menjalankan hak-hak 
tersebut diatas secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun 
peraturan lainnya harus sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan, 
terutama pada asas ke-7, yang berbunyi:5 
Anak-anak berhak mendapatkan peendidikan wajib secara 
cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. 
Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat 
meningkatkan pengetahuan umumnya dan memungkinkan 
mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk 
mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan 
perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga 
mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. 
Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar 
pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap 
pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Anak-anak 
harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan 
berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat 
dan penguasa yang berwenag harus berusaha meningkatkan 
pelaksanaan hak ini. 
 
 Dengan adanya asas ini maka diharapkan bagi pemerintah untuk 
lebih memperhatikan hak-hak asasi anak khususnya dalam upaya 
mendapatkan pendidikan, agar selalu disediakan wadah dan fasilitas 
untuk tetap dapat merasakan hak mereka sebagai anak walaupun mereka 
dalam keadaan dihadapkan dengan pengadilan. 
Sehubungan dengan seorang narapidana anak/ anak pidana yang 
sedang menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya 
sebagai narapidana akan dibatasi. Namun meskipun terpidana kehilangan 
kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana anak/anak pidana yang tetap 
di lindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak anak 
                                                             
5
 Wagiati sutedjo. 2010. Hukum Pidana Anak. Cetakan III. Bandung: PT. Refika 
Aditama. hlm. 78 
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pidana di atur oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut : 
a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya; 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 
perawatan jasmani; 
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran; 
d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. Menyampaikan keluhan; 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilaranag; 
g. Menerima kunjungan keluaraga, penasehat huku, atau orang  
tertentu lainnya; 
h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi); 
i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluaraga; 
j. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 
l. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
 
Oleh karena itu, dengan adanya hak-hak narapidana yang 
dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, maka setiap anak pidana berhak mendapatkan apa 
yang dimaksud oleh UUP tersebut termasuk hak untuk mendapatkan 
pendidikan. 
3. Klasisfikasi Anak 
Secara umum Peraturan Perundang-Undangan di berbagai negara 
khususnya Indonesia memiliki perbedaan terhadap pendekatan 
penentuan usia anak. Tidak ada keseragaman perumusan tentang anak 
dan batasan usianya. Namun kedudukan anak dalam aspek sosiologis 
(pengertian khusus) menunjukan anak sebagai makhluk sosial ciptaan 
Allah SWT. yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, 
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bangsa, dan negara.  Kedudukan anak dalam pengertian ini meposisikan 
anak sebagai kelompok sosial berstatus lebih rendah dari masyarakat 
dilingkungan tempat berinteraksi. Status sosial yang dimaksud ditunjukan 
pada kemampuan untuk menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai 
ukuran interaksi yang dibentuk dari esensi-esensi kemampuan komunikasi 
sosial yang berada dalam skala paling rendah. 
 Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih 
mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-
keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk 
beekspresi sebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan 
dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan 
proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa disebabkan 
kemampuan daya nalar akal dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau 
mental spiritual yang berada dibawah kelompok usia orang dewasa.  
Di Indonesia ada beberapa peraturan Perundang-Undangan yang 
mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan 
dengan masalah anak.  
Menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997  Tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut:  
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“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak 
yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan 
yang terlarang bagi anak baik menurut Peraturan Perundang-
Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. 
 
Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:  
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.” 
 
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:  
"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak 
yang masih dalam kandungan". 
 
Melihat dari pengertian anak yang berfariasi dari berbagai jenis 
undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa yang digunakan untuk 
menentukan batasan usia anak adalah menggunakan undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak mengingat dalam hal ini 
anak berposisi sebagai pelaku tindak pidana. Namun   batasan umur yang 
tertulis pada undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa anak yang 
berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya 
secara pidana tidak diberlakukan lagi mengingat putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) yang menyatakan  bahwa batas bawah usia anak yang 
bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Dalam 
pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu menetapkan 
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batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama 
hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. 
Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia 
pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di 
berbagai negara. 
Maidin Gultom menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No. 31 Tahun 
1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) 
golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu :6 
1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 
18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan 
telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai 
menjalani pidananya di Lapas Anak, berdasarkan Pasal 61 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, harus dipindahkan ke Lapas. Bagi anak pidana yang 
ditempatkan di Lapas karena umurnya sudah mencapai 18 
(delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh 
satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah 
berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lapas wajib 
menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 
                                                             
6 Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Anak di Indonesia.Bandung; PT. Rafika Aditama. Hlm. 137-138 
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21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani 
pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, 
yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan 
baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat (Pasal 62 ayat (4) 
UU. No. 3 Tahun 1997) yang disertai masa percobaan yang 
lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalaninya. 
Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal dengan 
adanya syarat umum dan syarat khususnya (Pasal 29 ayat (3) 
dan (4) UU. No. 3 Tahun 1997). Syarat umum yaitu bahwa anak 
pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama 
menjalani pembebasan bersyarat; sedangkan syarat khususnya 
adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak 
melakukan hal tertentu yang ditentukan dalam pembebasan 
bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. 
Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh 
Jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh pembimbing 
kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan, dengan 
pengamatan dialkukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan. 
2. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan 
ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah 
21 
 
melewati batasan tersebut, Anak Negara tidak di pindahkan ke 
Lapas (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak 
dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lapas 
Anak. Bila Anak Negara telah menjalani masa pendidikannya 
paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik 
sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lapas Anak dapat 
mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak 
tersebut dikeluarkan dari Lapas Anak dengan atau tanpa syarat 
yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU. No.3 
Tahun 1997. 
3. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau 
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di 
Lapas Anak. Penetapan Anak Sipil di Lapas Anak, paling lama 
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 
(enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat 
belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang 
pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) 
tahun dan setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan 
ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 
32 ayat (3) UU. No. 12 Tahun 1995). Anak Sipil yang 
sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 1995 tidak 
dikenal dalam UU. No. 3 Tahun 1997 maupun Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak 
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Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata.  
Karena anak sipil berkaitan dengan Lapas Anak, maka 
kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum 
pidana. Tidak mungkin permohonan pentapan Anak Sipil 
didiajukan pada peradilan perdata, sedangkan di lain pihak 
perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan 
Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini diatur dalam UU. 
No. 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada 
peraturan yang mengatur tentang prosedur penetapan Anak 
Sipil. 
 
B. Pendidikan 
Istilah tentang pendidikan berasal dari kata paedagogie. Istilah 
tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedos dan agogeyang berarti 
“saya membimbing, memimpin anak”. Maka berdasarkan kata tersebut, 
pendidikan memiliki pengertian sebagai seorang yang tugasnya 
membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri 
serta bertanggung jawab. 
Tholib Kasan menjabarkan beberapa pendapat ahli tentang 
pendidikan, diantaranya:7 
a. Lodge dalam buku Philosophy of Education,  Menyatakan 
bahwa perkataan pendidikan dipakai kadang-kadanag dalam 
arti yang lebih sempit. Sebuah pengalaman dapat dikatakan 
sebagai pendidikan. Seorang anak dididik orang tuanya, seperti 
                                                             
7
  Tholib Kasan. 2005. Dasar-Dasar Pendidkan. Cetakan I. Jakarta: studi press. Hlm 3-4 
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pula halnya seorang murid dididik gurunya, bahkan seekor 
anjing dididik tuannya. Segala sesuatu yang kita katakan, 
pikirkan atau kerjakan mendidik kita, tidak berbeda dengan apa 
yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari 
benda-benda hidup ataupun benda mati.  
b. Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, 
perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada 
pendewasaan anak atau membantu agar cukup cakap 
melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya 
dari orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-
hari dan sebagainya dan ditujukan kepada orang yang belum 
dewasa.  
c. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan 
secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani 
dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama.  
d. Godfrey thompson, menyatakan bahwa pendidikan adalah 
pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan 
perubahan-perubahan yang tetap (permanen) di dalam 
kebiasaan tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya. 
M. Ngalim Purwanto juga menuliskan dalam bukunya bahwa :8 
“pendidikan merupakan segala usaha orang dewasa dalam 
pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan 
jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan”  
 
Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 poin 1 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang berbunyi : 
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 
 
                                                             
8
  M. Ngalim Purwanto. 2004. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis.Bandung: Remaja 
Rosdakarya. Hlm 10. 
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Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori 
pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana 
seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah 
tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret. Pendidikan di negara 
Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, 
baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, 
pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia(Kemdikbud), dahulu bernama 
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Di 
Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib 
belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah 
dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun disekolah menengah 
pertama/madrasah tsanawiyah. 
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang 
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, 
dimana pendidikan dan pengajaran dijelaskan di dalam beberapa pasal 
pada peraturan tersebut. Pasal-pasal tersebut antara lain : 
 Pasal 9 
Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan 
pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
  
Pasal 10 
1) Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan 
pengajaran. 
2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerja sama 
dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi 
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bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan 
pengajaran. 
  
Pasal 11 
1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas. 
2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan 
membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak 
tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar  
Lapas. 
3) Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan 
menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang 
sederajat. 
4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Lapas. 
 
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Anak 
Didik Pemasyarakatan akan tetap mendapatkan pendidikan di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lapas mengadakan perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam 
Lapas. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah 
berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh 
Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. 
Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama 
pemasyarakatan mulai dikenal pada Tahun 1964 ketika dalam konfensi 
dinas kepenjarahan di Lembaga tanggal 27 April Tahun 1964. Dalam 
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud 
dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 
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keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku 
profesional serta kesehatan dan rohani narapidana. 
Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi 
sekedar mengandung aspek penjera belaka, tetapi juga merupakan suatu 
upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan 
pemasyarakatan yaitu pulihnya kesatuan hubungan warga binaan 
pemasyarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun 
sebagai insan Tuhan akan perbuatannya dan kembali sebagai masyarakat 
yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial 
dan keagamaan sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat 
yang tertib dan damai. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak 
lagi di anggap sebagai objek dan pribadi dan inheren dengan tindak 
pidana yang dilakukannya. Narapidana diapandang sebagai manusia 
yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat 
digali dan dikembanhgkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia 
seutuhnya. 
Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung 
keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota 
masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan 
narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, 
yang perlu di bina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga 
diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri 
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dengan kehidupan yang tentram dan sejahterah dalam masyarakat, 
sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi. 
 
 
Menururt Maidin Gultom, Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat 
digolongkan atas 3, yaitu:9 
a. Pembinaan mental 
Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai 
problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa 
mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara 
bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental 
yang dilakukan adalah : 
 Memberikan pengertian pengertiaan agar dapat menerima 
dan menangani rasa frustasi dengan wajar, melalui ceramah 
 Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa 
nasehat 
 Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk 
mengembangkan keahliannya 
 Memberikan kepercayaan kepada kepada narapidana dan 
menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa 
cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. 
Pasal 2 PP. No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan 
bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya, yang dapat dilakaukan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak atau duliar Lembaga Pemasyarakatan 
Anak dengan program pembinaan 
b. Pembinaan Sosial 
Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup 
kemasyarakatan narapidana. Aktifitas yang dilakukan adalah : 
 Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang 
baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, 
etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban; 
 Mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan 
batin dengan keluarga dan relasinya; 
                                                             
9
   Maidin Gultom. Op.,Cit. hlm. 143-144 
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 Kunjungan untuk memlihara hubungan yang harminis 
dengan keluaraga; 
c. Pembinaan keterampilan 
Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan 
mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga 
memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan 
adalah:  
 Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan 
buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar; 
 Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, 
sapu, dan mengukir; 
 Latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, 
seperti senam pagi; 
 Latihan kesenian seperti seni musik 
 
Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang 
sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian 
dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli 
peralatan yang lebih lengkap. 
 
 Dengan adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, 
maka narapidana anak diharapkan akan menemukan atau mendapatkan 
kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan menpumyai tujuan 
hidup yang lebih baik serta diharapakan dapat menyadari dirinya sebagai 
makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai 
keterampilan dalam menjalani kehidupannya. Dalam tahapan ini 
dibutuhkan peranan dari Petugas Lemabaga Pemasyarakatan untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar 
mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan 
yang diberikan. 
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Sumardi Suryabrata10,  menyatakan bahwa  “Suatu keharusan bagi 
setiap pendidik yang bertanggungjawab, bahwa dia dalam menjalankan 
tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai dengan keadaan anak 
didik. Hal ini berhubungan dengan psikologi anak didik dalam menerima 
pembelajaran. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha 
memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukan 
dengan lebih tepat. Karena itu pengetahuan psikologi mengenai anak 
didik dalam proses pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi 
setiap pendidik, sehingga seharusnya adalah kebutuhan setiap pendidik 
untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Mengingat 
seseorang pada suatu saat tertentu melakukan perbuatan mendidik, maka 
pada hakikatnya psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap orang. 
Kenyataan bahwa pada dewasa ini hanya para pendidik profesional saja 
yang mempelajari psikologi pendidikan tidaklah dapat dipandang sebagai 
hal yang memang sudah selayaknya”. Dengan demikian seperti yang 
dikatakan oleh Bambang Poernomo 11 , bahwa anatara narapidana dan 
Petugas Negara dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang 
bersangkutan merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan 
orang dalam sifat-sifartnya sebagai manusia. 
Narapidana sebagai manusia yang harus dihormati hak-hak dan 
kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat 
                                                             
10
 Sumardi Suryabrata. 2006. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
hlm. 1. 
11
 Bambang Poernomo. 1986. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem 
pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. hlm. 180. 
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yang hendak kita bangkitkan selama masa pembinaan dan 
pendidikannya. Petugas Negara sebagai manusia yang memiliki 
kekuasaan tertentu berdasarkan undang-undang dan sekaligus bertindak 
untuk melindungi kepentingan yang sah dari masyarakat beserta anggota-
anggotanya. 
 
C. Lembaga Pemasyarakatan 
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan 
pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian 
lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 
 Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu 
penyelidikan atau usaha. 
 Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan 
yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan 
Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan 
pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas 
tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak 
pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut 
terlibat, untuk kembali kemasyarakat.  
Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi 
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wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik 
pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat 
hidup normal kembali di tengah masyarakat. 
Lapas adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan 
terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. 
Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut 
dengan istilah penjara.  
Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di 
bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan 
bisa narapidana  atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga 
yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada 
dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak 
oleh hakim.  
Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri 
Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas 
jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas 
yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi 
pidana ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan lahir dari suatu 
realitas yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara. 
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Menururt R.A Koesnan12, berdasarkan asal-usul (etimologi) kata 
penjara berasal dari kata penjoro (bahasa jawa) yang artinya tobat, atau 
jera di penjara dibuat tobat atau di buat jera. Sedangakan Suharjo 
Widiada 13 , mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah 
gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi 
masyarakat dari gangguan kejahatan dan segaligus pula mengayomi 
warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, 
sehingga telah menjalani masa pidanannya ia akan menjadi anggota 
masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan 
pergaulan sosialnya secara wajar. 
2. Sistem Pemasyarakatan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, ditentukan bahwa:  
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. 
 
Kemudian dalan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:  
                                                             
12 R.A. Koesnan. 1961. Politik Penjara Nasional.Bandung. Sumur Bandung. hlm 9. 
13 Suharjo Widiada. 1988. Negara Tanpa Penjara (sebuah renungan). Jakarta; Montas. 
hlm 13 
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“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab”. 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah 
telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan 
perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan 
pendidikan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, 
melalui hak-hak terpidana. 
Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di 
Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. Dwidja Piyatno menyatakan bahwa :14 
Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang 
merupakam dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem 
Pemasyarakatan di indonesia dinyatakan bahwa: 
1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-
pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi 
sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha 
rehabilitasi dan registrasi sosial warga binaan pemasyaraktan 
telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang lebih dari 30 
tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan 
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan 
(stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 
14a KUHAP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHAP) , dan 
pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak 
(Pasal 45, 46, dan 47 KUHAP), namun pada dasarnya sifat 
pemidanaan masih berrtolak dari asas dan sistem pemenjaraan. 
Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas 
dendam dan penjeranaan, sehingga institusi yang dipergunakan 
sebagai temapat pembinaan adalah rumah penjara bagi 
                                                             
14
   Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: 
PT. Refika Aditama. hlm. 102. 
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narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang 
bersalah.  
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur 
balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga 
“rumah penjara”  secara berangsur-angsur dipandang  sebagai 
suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan kinsep 
rehabilitasi dan registrasi sosial, agar narapidana menyadari 
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak 
pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.  
 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem 
pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, 
yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu 
pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah 
pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan 
berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor 
J/H/G/8/506 tanggal 17 Juni 1964. 
Sebagaimana  dijelaskan dalam Pasal 5 UUP menyatakan bahwa 
sistem pembinaan di Lapas dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut : 
1. Asas Pengayoman 
Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam 
rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak 
pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberi bekal 
kepada kehidupan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga 
yang berguna di dalam masyarakat. 
 
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan 
Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan 
pelayanan yang sama di dalam LAPAS, tanpa membedakan 
orangnya. 
 
3. Asas Pendidikan  
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Di dalam  lapas warga binaan pemasyarakatan  mendapat 
pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila. Antara lain 
dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan 
kerohaniandan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan 
agamanya masing-masing. 
 
4. Asas Pembimbingan  
Warga binaan pemasyarakatan di Lapas juga mendapat 
pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dengan 
menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan 
kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama. 
 
5.  Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia   
Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai 
manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya 
 
 
 
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan 
Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lapas untuk 
jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan/penetapan hakim. 
Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan 
kepada negara untuk memperbaikinya, melaui pendidikan dan 
pembinaan. Selama dalam Lapas warga binaan pemasyarakatan 
tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya 
manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap 
dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, 
minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau 
rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan 
diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan 
sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya yang dikenakan 
kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan 
 
7. Asas Berhubungan dengan Keluaraga atau Orang-Orang Tertentu 
Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan 
dikenalakan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari 
masyarakat. Untuk itu , ia tetap harus dapat berhubungan dengan 
masyarakat  dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari 
anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul 
dengan bersama sahabat dan keluaraga seperti program cuti 
mengunjungi keluarga. 
 
3. Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak 
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Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan 
narapidana anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut 
ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di 
Lapas yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di 
Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal 
maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak 
lain. 
Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan 
tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan 
tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan (vide Pasal 1 angka 3 UUP No. 12 Tahun 1995 ). 
Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Pasal 60, menentukan: 
1. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus 
terpisah dari orang dewasa. 
2. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan 
sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Darwan Print dalam bukunya menyatakan bahwa :15 
“Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan 
maka Anak Didik Pemasyarakatan diharapkan menyadari 
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 
lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh 
                                                             
15
 Darwan Print. 2003.Hukum Anak Indonesia. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 58. 
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lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam 
pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 
dan bertanggung jawab”. 
 
Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana 
diLapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak 
pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis 
kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria 
lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 
Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik 
Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka LPA 
terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa 
antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas 
yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga 
terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat 
dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut. 
Metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam Lapas, 
sebagai berikut: 
1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan 
antara pembinaan dengan yang dibina. 
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah 
tingkahlakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil 
diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-
hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik 
38 
 
pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan 
harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan 
manusia lain. 
3. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis. 
4. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan 
yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. 
5. Pendekatan individual dan kelompok. 
6. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab 
melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan 
keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan 
masyarakat. Petugas pemasyarakatan sebaiknya memiliki kode 
perilaku dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi 
petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina 
narapidana atau anak didik dan pengayom masyarakat, wajib 
bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas, 
bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem 
pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. 
Gasti Rhamawati dalam hasil penelitiannya mengungkapkan ruang 
lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan 
kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan dan pendidikan 
kepribadian yang ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut: 16 
                                                             
16 Gasti Ratnawati. Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan 
Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Malang.PDF. hlm.21-22 
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a. Pembinaan dan pendidikan kesadaran beragama.  
b. Pembinaan dan pendidikan kesadaran berbangsa dan 
bernegara.  
c. Pembinaan dan pendidikan kemampuan intelektual 
(kecerdasan).  
d. Pembinaan dan pendidikan kesadaran hukum.  
e. Pembinaan dan pendidikan mengintegrasikan diri dengan 
masyarakat.  
 
Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-
program, sebagai berikut:  
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.  
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.  
c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.  
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau 
kegiatan pertanian.  
 
Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua 
program pendidikan yang diberikan yang meliputi:  
a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar 
Paket C  
b. Pendidikan ketrampilan, misalnya pembuatan keset, kursi atau 
meja, dan lain- lain.  
c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi 
pekerti.  
d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian 
(nasional dan tradisional).  
e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran 
jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, 
perpustakaan, dan sebagainya.  
 
Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Anak dengan dibantu dan mendapat daya dukung dari 
pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan bidang yang 
ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama 
baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga 
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pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain.  
 
4. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Anak  
 
Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan 
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 
dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. 
Anak yang bersalah pemidanaannya ditempatkan di Lemabaga 
Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang salah ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka 
masing- masing. 
Lemabaga Peamasrakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut 
diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem 
Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga 
Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk 
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana 
oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan 
bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila. 
Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:  
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1. Seutuhnya;  
2. Menyadari kesalahan;  
3. Memperbaiki diri;  
4. Tidak mengulangi tindak pidana;  
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;  
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan  
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab.  
 
Selanjutnya dijelaskan juga bahwa Sistem pemasyarakatan 
berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat 
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan 
kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada 
penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar.  
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:  
1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan para Petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar.  
2. Data sekunder, yaitu data yang diperolehsecara tidak langsung 
melalui wawancara, melalui penelitian perpustakaan (library 
research) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi 
buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, 
dengan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan 
rumusan masalah yang penulis butuhkan. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
1. Metode Penelitian  
Pengumpulan data yakni dilakukan dengan dua cara yaitu 
penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan 
(field research)  
1. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan data dari 
berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah. 
2. Metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 
yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan 
permasalahan sehingga akan diperoleh data-data yang 
diperlukan 
2. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara (interview), yaitu mengadakan tanya jawab dengan 
pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah. 
2. Dokumentasi, yaitu mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberrikan oleh pihak 
yang terkait dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 
Makassar. 
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D. Analisis Data  
Data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder diolah 
terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, 
kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk 
Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 
Makassar  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan unit 
pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, membina 
warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana pada 
khususnya. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut maka petugas 
pemasyarakatan selayaknya harus memahami mekanisme kerja sesuai 
dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat menjalankan tugasnya 
dengan penuh tanggung jawab. 
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
yaitu:  
VISI:  
1. Terwujudnya Lapas Kelas I Makassar;  
2. Tangguh dalam pembinaan;  
3. Prima dalam pelayanan; dan  
4. Unggul dalam pengamanan.  
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MISI: 
Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib 
menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, 
berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.  
 Visi dan misi tersebut diharapkan selalu menjadi patokan utama 
dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban khususnya bagi Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Oleh karena  dengan adanya visi dan 
misi tersebut, maka pihak Lapas diharapkan dapat melaksanakan apa 
yang menjadi tanggung jawab Lapas, khususnya menganai pendidikan 
dan pembinaan. 
Lembaga Pemasyarakatan di klasifikasikan dalam 3 klas, yaitu:  
a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I;  
b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A; dan  
c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B.  
Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar juga 
terdapat bangunan dan beberapa sarana yang merupakan faktor 
penunjang dalam proses pembinaan umum serta pendidikan  terhadap 
wargabinaan (narapidana), di antaranya seperti perkantoran, klinik, dapur, 
ruang sarana kerja, bangunan ibadah, sarana olahraga (aula untuk 
badminton, lapangan tenis, lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan 
takrow, ruangan tenis meja), blok-blok hunian warga binaan. Sarana 
tersebut dapat digunakan untuk kepentingan seluruh narapidana tak 
terkecuali narapidana anak.  
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Tabel 01: Data Narapidana Anak Lapas Kelas I Makassar 
NO NAMA TEMPAT 
LAHIR 
TANGGAL 
LAHIR 
USIA JENIS 
KEJAHATAN 
MASA 
HUKUMAN 
1 ANSAR BIN ABDUL 
AZIS 
Ujung 
Pandang 
25/05/1998 16 Terhadap 
Ketertiban 
6 th 
2 YUSRI BIN 
JABABR DG. KILO 
Gowa 10/05/1996 18 Pencurian 5 th 
3 ASRUL BIN 
MANYINGARI 
Makassar 09/09/1996 18 Terhadap 
Ketertiban 
4 th 
4 SYAMSUL BASIR 
BIN M. BASRI DG. 
SITABA 
Gowa 16/03/1996 18 Perlindungan 
Anak 
1 th 6 bln 
5 MUHAMAD RAFI 
SAPUTRA BIN 
SAIFUL BAHRRI 
Makassar 13/03/1996 18 Perampokan 1 th 10 bln 
6 ANGGI BIN KATI 
SANGKIR 
Makassar 09/12/1996 18 Perampokan 1 th 4 bln 
7 IRFAN RAMLI BIN 
RAMLI 
Makassar 18/09/1997 17 Perlindungan 
Anak 
7 th 
8 SYARIF HIDAYAT 
BIN AMRAN 
Makassar 08/10/1996 18 Narkotika 2 th 6 bln 
9 ANSKARIUS DIKY 
FL BIN IGNASIUS 
LEWA 
Ujung 
Pandang 
09/08/1996 18 Perlindungan 
Anak 
4 th 
10 SANDI BIN 
DAHLAN 
Makassar 24/06/1996 18 Narkotika 2 th 
11 ANDI WINDI BIN 
SURYADI 
Makassar 25/02/1999 15 Narkotika 2 th 
12 SYAIFUL BIN 
AMIRUDIN MIRO 
Makassar 04/02/1996 18 Pembunuhan 6 th 
13 DADANG 
KURNIAWAN BIN 
RUSTAM DG. MILE 
Makassar 22/04/1996 18 Narkotika 1 th 6 bln 
14 AGUNG 
MURSALIM BIN 
DG. MUIS 
Makassar 08/08/1998 16 Perlindungan 
Anak 
1 th 6 bln 
15 MUHAMMAD 
FAISAL 
Makassar 20/07/1996 18 KDRT 1 th 10 bln 
16 ANDANA ARIB 
ABBAS 
Makassar 01/01/1995 18 Penganiayaan 
menyebabkan 
kematian 
4 th 
17 SRI BUYUNG Makassar 07/07/1995 18 Penganiayaan 
menyebabkan 
kematian 
4 th 
Sumber Registrasi Lapas Kelas I Makassar tgl 02/06/2014 
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Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pendidikan adalah 
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan, dan Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 
Pendidikan dan Pemberantasan Buta Aksara. 
Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999 mennetukan bahwa 
pembinaan Anak Pidana dilakukan dengan beberapa tahap pembinaan. 
Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 
(tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir (Pasal 17 
ayat (2) PP. No. 31 Tahun 1999). Berkaitan dengan hal ini Pasal 19 PP. 
No. 31 Tahun 1999 menentukan : 
1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf a meliputi : 
a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan 
paling lama 1 (satu) bulan; 
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 
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c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 
d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 
2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf b meliputi:  
a. Perencanaan program pembinaan lanjutan; 
b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; 
d. Perencanaan dana pelaksanaan program asimilasi. 
3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimasksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf c meliputi: 
a. Perencanaan program integrasi; 
b. Pelaksanaan program integrasi; 
c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap integrasi. 
4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
(2), (3), ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 
5) Dalam sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) Kepala Lapas Anak wajib memperhatikan 
Litmas. 
6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program 
pembinaan sebagaimana dimasud dalam ayat (1), (2), dan (3) 
diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. 
Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada pendidikan (Pasal 22 
PP No. 31 Tahun 1999). Wujud Pembinaan Anak Negara meliputi: 
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a. Pendidikan anak dan budi pekerti; 
b. Pendidikan umum; 
c. Pendidikan kepramukaan; 
d. Latihan keterampilan. 
Sehubungan dengan Pembinaan Anak Negara ini Pasal 23 PP. 
No.31 Tahun 1999 menentukan: 
1) Pembinaan Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 
6 (enam) bulan. 
2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang 
bersangkutan berstatus sebagai anak negara sampai dengan 6 
(enam) bulan pertama. 
3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa 
pembinaan tahap awal samapai dengan 6 (enam) bulan kedua 
4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap 
lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang 
bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. 
5) Apabila masa pembinaan: 
a. Telah melewati 6 (enam) bulan pertama menurut Pertimbangan 
Tim Penagamat Pemasyarakatan, Anak Negara yang 
bersangkutan sudah menunjukan perkembangan yang baik, 
pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asismilasai; 
b. Telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim 
Pengamat Kemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan 
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sudah  menunjukan perkembangan yang baik, pembinaan dapat 
dilanjutkan dengan program integrasi. 
6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan 
program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan pembinaan 6 (enam) 
bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang 
bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.  
7) Program pembinaan Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan 
pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan ( Pasal 26 ayat (1) PP. 
No. 31 Tahun 1999). Jangka waktu pembinaan Anak Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan 
pengadilan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan tahap lanjutan 
maka pentahapan program pembinaan Anak Negara, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil (Pasal 
27 PP. No. 31 Tahun 1999). Sehubungan dengan Anak Sipil ini, 
Pasal 28 menentukan bahwa Anak Sipil sewaktu-waktu dapat 
dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan 
penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas 
permintaan orang tua, wali, atau orang tua asuh Anak Sipil.  
 
 
 
 
  
 
5
1
 
METODE PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
± 
1
/2  -  
2
/3  masa tahanan ± 
2
/3 masa pidana-bebas 
Integrasi 
CB 
CMB 
PB 
BAPAS 
BEBAS 
SESUNGG
UHNYA 
 
         Asimilasi 
Dalam Lapas Terbuka 
Dalam Lapas 
(half way house/work) 
Lanjut sekolah  lanjut sekolah 
lanjut sekolah   lanjut sekolah 
lanjut sekolah   lanjut sekolah 
lanjut sekolah   lanjut sekolah 
Tahap Lanjutan 
± 
1
/3 – 
1
/2 masa pidana  
A. Pembinaan Kepribadian 
lanjutan 
B. Pembinaan kemandirian 
: 
1. Keterampilan untuk 
mendukung usaha- 
usaha mandiri 
2. Keterampilan untuk 
mendukung usaha-
usaha industri kecil 
3. Keterampilan yang 
ditetapkan berdasarkan 
minat dan bakatnya 
masing-masing 
4. Ketrampilan yang 
mendukung usaha-
usaha industri 
pertanian/perkebunan 
dan teknologi 
madya/tinggi 
Tahap awal 
 
± 
1
/3  masa pidana 
 
A. Adminstrasi 
orientasi 
B. Pembinaan 
1. Pembinaan 
Kesadaran 
beragama 
2. Pembinaan 
Kesadaran 
Berbangsa dan 
bernegara 
3. Pembinaan 
Kemamouan 
intelektual 
Tahap Akhir Tahap Lanjutan Tujuan 
1. Tidak 
melanggar 
hukum 
lagi 
2. Dalam 
berpartisip
asi aktif 
dan pasif 
dalam 
pembangu
nan 
3. Hidup 
bahagia 
dunia dan 
akhirat 
4. Membang
un 
manusia 
mandiri 
Medium Security 
Kerja sama antar instansi 
Instansi Penegak Hukum Instansi lainnya Pihak Swasta 
1. Polri 
2. Kejaksaan Negeri 
3. Pengadilan negeri 
1. Depkes 
2. Depnaker 
3. Deperindag 
4. Depag 
1. Perorangan 
2. Kelompok 
3. LSM 
4. Perusahaan 
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Berdasarkan tabel diatas, Proses pendidikan dan pembinaan yang 
dilakukan terbagi atas beberapa tahap, yaitu : 
1. Bimbungan Tahap Awal 
Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan keegiatan 
meliputi: 
a. Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk 
menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh 
dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan. 
b. Setelah dibuat litmas, disusun rencana program bimbingan.  
c. Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan 
rencana yang disusun.  
d. Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan 
rencana bimbingan tahap berikutnya.  
2. Bimbingan Tahap Lanjutan 
Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan: 
a. Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah klien, 
pengurungan lapor diri, kunjungan rumah serta peningkatan 
bimbingan terhadap klien.  
b. Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan 
penyusunan bimbingan tahap akhir. 
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3. Bimbingan Tahap Akhir 
Pelaksanaan bimbingan tahap akhir meliputi: 
a. Meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan 
program bimbingan  
b. Mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan  
c. Mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan 
tambahan  
d. Mempersiapkan surat keterangan masa akhir pidana klien 
Dalan menjalankan tahap-tahap ini apabila terdapat kasus klien 
yang perlu pemecahan, maka akan diadakan sidang khusus. 
Hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan  
pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya. 
 Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar proses 
pendidikan dan pembinaan dilakukan pada tempat khusus yang telah 
disediakan oleh petugas Lapas untuk keperluan kebutuhan pembelajaran 
dari para narapidana anak. Namun demikian, fasilitas yang disediakan 
masih tergolong sederhana. Untuk tempat tinggal narapidana anak, pihak 
Lapas menyediakan satu blok khusus yang diperuntukan untuk anak. Hal 
ini dilakukan guna menghindarkan anak dari pengaruh narapidana 
dewasa yang dapat merusak psikologis anak.   
Darmansyah 17  menerangkan bahwa “narapidana anak kami 
tempatkan di blok khusus yang dipisahkan dari narapidanan dewasa 
                                                             
17 Wawancara dengan Darmansyah, Amd.Ip, staf seksi registrasi Lapas kelas 1 makassar 
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karena beberapa pertimbangan. Apabila kami menempatkan mereka 
(narapidana anak) bersama narapidana dewasa, maka hal tersebut akan 
sangat beresiko. Narapidana anak seringkali mendapatkan perlakuan 
kasar dari narapidana dewasa. Selain itu narapidana anak akan mendapat 
pengaruh buruk dari narapidana dewasa dikarenakan lingkungan 
pergaulan yang berbeda. Mereka juga biasanya disuruh untuk 
menyelesaikan pekerjaan dari narapidana dewasa pada tempat yang 
sama”. 
Kondisi seperti ini tentu saja harus mendapatkan perhatian khusus 
dari pengelola Lembaga Pemasyarakatan setempat guna menghindari 
hal-hal buruk yang dapat tersjadi pada narapidana anak. Pendidikan bagi 
narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
dilaksanakan melalui program Kejar (Kelompok Belajar) Paket  A yaitu 
setara dengan SD, paket B yaitu setara dengan SMP, paket C yaitu setara 
dengan SMA, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Makassar dalam  rangka pemberantasan buta huruf dan pemenuhan 
kebutuhan atas fasilitas ijazah. Untuk Pembelajaran sehari-hari telah 
ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan seperti pendidikan 
umum berupa pendidikan agama/rohani (mengaji dan sholat), pendidikan 
jasmani, pendidikan kesenian, pembinaan ketrampilan, dan pendidikan 
umum.  
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TABEL 03.  Jadwal Pendidikan dan Pembinaan Lapas Kelas I A Kota Makassar 
SESUAI DENGAN SK. KALAPAS NO. W 23. EI. 05. KP. 03. 04. THN 2014 TGL 23/01/2014 
JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN KHUSUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
KELAS I MAKASSAR BULAN MEI 2014 
 
NO KEGIATAN PETUGAS PESERTA 
TANGGAL KET 
2 5 6 7 8 9 12 13 14 16 19 20 21 22 23 26 28 30  
1 Pembinaan  
Blok 
1. Fahrudin Seluruh WBP 
Anak 
X     X     X     X   
Kebersihan 
2. Martha karabua Observasi 
1. Indra Jaya   Seluruh WBP 
Anak 
 X     X     X     X  
Kebersihan 
2. Rosmiati Observasi 
1. Muh. Ichsan Seluruh WBP 
Anak 
  X     X     X     X 
Kebersihan 
2. Rosmawati Observasi 
1. Abd. Rahman H Seluruh WBP 
Anak 
   X     X     X     
Kebersihan 
2. Hj. Haliah Observasi 
1. Yusuf Rusli Seluruh WBP 
Anak 
    X     X     X    
Kebersihan 
2. Hana Kutana Observasi 
2 Pendidikan 
Umum 
1. H.M. Wittiri Seluruh WBP 
Anak 
 X  X   X  X   X  X   X  
PBH 
2. Sira Te’dang Penyelidikan 
3 Pendidikan Rohani 1. A.M. Hamka 
Peserta Program X    X X  X X X   X  X    
Sesuai jadwal 
yang sudah 
jalan 
2. Surya Wijaya 
4 Pembinaan 
keterampilan 
1. Muh. Amir, S.H. 
Peserta Program   X    X     X      X 
Keterampilan 
Kerja 2. Bahru, S.H. 
1. Mas’ud  Amin 
Peserta Program   X    X     X      X Kerajinan 
2. Hermawati 
5 Pembinaan 
Olahraga 
1. Hendrik, Amd 
Peserta Program X     X     X    X    SKJ dan PBB 
2. Hasbullah 
1. Muh. Said  
Peserta Program     X     X    X     
Minat dan 
Bakat 2. Darmansyah 
6 Pendidikan  
Kesenian 
1. Andi Nur Ali Seluruh WBP 
Anak 
X   X   X  X   X  X     Memanfaatka
n Fasilitas 
Yang Ada 
2. Sari Kiding Alo 
1. Surya Wijaya Seluruh WBP 
Anak 
X   X   X  X   X  X    
 
2. Armawati 
Sumber : Bagian Bimbimngan Narapidana Lapas Kelas I Kota Makassar 
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Untuk narapidana anak Lapas Kelas 1 A Kota Makassar tahun ini 
terrdapat 2 orang narapidana anak yang mengikuti ujian nasional. 
Program ini terlaksana berkat kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan 
pihak Lapas. Andi Muhamad Hamka18 mengatakan bahwa “hal seperti ini 
merupakan harapan kami semua. Pemenuhan hak seperti ini kami selalu 
upayakan setiap tahunya untuk para narapidana anak yang ingin 
melakukan ujian nasional. Pihak sekolah selalu menawarkan melakukan 
program ujian nasional tak terkecuali untuk narapidana anak. Apabila 
seorang anak telah menjadi narapidana, status tersebut tidak serta merta 
memutus harapan anak untuk menyelesaikan program pendidikannya. 
Walaupun narapidana anak yang bersangkutan berada di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan, namun anak tersebut diperbolehkan untuk 
menyelsaikan program pendidikannya dengan cara mengikuti ujian 
nasional di sekolah tersebut. Biasanya proses unjian dilakukan dengan 
mengawal anak yang akan mengikuti ujian nasional di disekolah masing-
masing. Namun ada juga yang melakukan ujian nasional di Lembaga 
Pemasyarakatan dengan alasan keamanan”. 
Terdapat beberapa kendala dalam menjalankan program ini. Salah 
satunya adalah anak pidana tidak mampu memberikan ijazah terakhir. 
Ijazah tersebut dibutuhkan sebagai berkas yang harus dilengkapi untuk 
mengikuti ujian nasional tersebut. 
                                                             
18
    Wawancara dengan Andi Muh. Hamka, Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas 
Kelas I    Makassar, tanggal 2 Juni  2014, di Makassar   
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B. Kendala Dalam Melakukan Proses Pemenuhan Hak Untuk 
Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 
Makassar 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Kota Makassar 
merupakan tempat yang diperuntukan untuk menampung narapidana 
dewasa. Sistem pelaksanaan pembinaan di atur  berdasarkan kebutuhan 
narapidana dewasa untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban 
sebagai seorang narapidana dewasa. Namun pada kenyataannya, di 
dalam Lapas Kelas 1 Kota Makassar juga menampung narapidana anak 
dan tahanan titipan. Menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, narapidana anak harus ditempatkan di Lapas Anak. Untuk di 
daerah Sulawesi Selatan, Lapas Anak terdapat di kota Pare-Pare yaitu 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pare-Pare. Lapas ini 
diperuntukan bagi narapidana anak yang berada di Sulawesi Selatan. 
Pemisahan tempat seperti ini sangat penting dilakukan guna 
menghindarkan narapidana anak dari pengaruh pergaulan narapidana 
dewasa yang dapat membawa dampak negatif bagi perkembangan 
kepribadian narapidana anak.  
Lapas Kelas 1 Kota Makassar sendiri terdapat beberapa 
narapidana anak yang menjalani masa hukumannya di dalam Lapas yang 
disediakan untuk narapidana dewasa ini. Untuk keperluan tersebut, pihak 
Lapas menyediakan suatu Blok khusus untuk anak agar terpisah dari 
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narapidana dewasa. Namun, tetap saja hal ini melanggar prosedur yang 
telah ditetapkan.  
Ada bebrapa pertimbangan mengapa para narapidana anak di 
tempatkan di Lapas Kelas 1 Kota Makassar. Andi Muhamad Hamka19 
menjelaskan bahwa alasan utama yang menyebabkan anak ditempatkan 
pada Lapas ini adalah tentang permasalahan psikologi anak. Dimana 
anak membutuhkan orang tuanya sebagai pendamping untuk tetap 
menjaga stabilitas emosional anak. Anak selalu membutuhkan kunjungan 
dari orang tua dan orang-orang terdekatnya untuk menemaninya dalam 
masa-masa sulit seperti ini. Apabila dia (anak) di tempatakan di Lapas 
Pare-Pare, kemungkinan orang tua anak akan sedikit terkendala untuk 
melakukan pendampingan rutin terhadap anaknya. Ini disebabkan karena 
jarak tempuh yang jauh. Karena sebagian besar narapidana anak yang 
terdapat di dalam Lapas Kelas 1 Kota Makassar berasal dari Kota 
Makassar. 
Menurut Surya Wijaya20, pelaksanaan pendidikan di dalam Lapas 
Kelas 1 Kota Makassar mendapat banyak hambatan. Patokan kurikulum  
pada pendidikan sederajat masih belum mampu dijalankan secara 
maksimal mengingat kurangnya sarana penunjang kegiatan pendidikan 
tersebut.  
                                                             
19   Wawancara dengan Andi Muhamad Hamka, S.Hi., M.Hi., sebagai staf seksi bimbingan     
kemasyarakatan Lapas Kelas 1 Kota Makassar, 1 Juni 2014 
20
   Wawancara dengan Surya Wijaya Amd.Ip., sebagai staf seksi bimbingan 
kemasyarakatan Lapas  Kelas 1 Kota Makassar, 1 Juni 2014 
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Andi Muhamad Hamka21 menjelaskan bahwa  beberapa kendala 
yang dihadapi dalam pemberian hak pendidikan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar antara lain: 
1. Kendala dari aspek yuridis, yaitu belum adanya peraturan 
pelaksana/Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus 
mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Narapidana 
Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 hanya menerangkan tentang 
kewajiban melaksanakan pendidikan formal di dalam Lapas. 
Namun teknis pelaksanaan untuk menunjang kegiatan tersebut 
tidak diatur secara mendetail. Keadaan ini yang membuat  pihak 
Lembaga Pemasyaraktan kesulitan untuk melaksanakan 
peratuuran tersebut. 
2. Keterbatasan penyediaan  sarana untuk melakukan proses 
pendidikan seperti alat tulis kantor, kursi, buku, dan peralatan-
peralatan penunjang lainnya. Keadaan ini tentu saja membuat para 
narapidana tidak dapat melakukan pendidikann dengan baik sesuai 
standarisasi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.  
3. Kurangnya motivasi para narapidana anak untuk melakukan dan 
mengikuti pelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Keadaan 
ini tentu saja sangat disesalkan oleh petugas Lapas, khususnya 
dari para pengajar. Kesungguhan untuk memenuhi hak narapidana 
                                                             
21
   Wawancara dengan Andi Muhamad Hamka, S.Hi., M.Hi., sebagai staf seksi 
bimbingan kemasyarakatan Lapas Kelas 1 Kota Makassar, 2 Juni 2014 
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anak untuk mendapatkan pendidikan tidak sejalan lurus dengan 
minat para narapidana untuk mendapatkan apa yang menjadi hak 
mereka tersebut.  
4. Kurangnya tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lapas Kelas 1 
Kota Makassar. Hal ini juga dirasakan memberi pengaruh yang 
besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam 
Lapas Kelas 1 Makassar sangat berbanding terbalik dengan 
narapidana anak yang terdapat di dalam Lapas tersebut. Pada 
dasarnya, jumlah narapidana anak yang terdapat di dalam Lapas 
kelas 1 Makassar hanya berjumlah 17 orang, namun karena 
terdapat pula tahanan titipan yang terdapat di lapas ini, maka 
jumlah anak di dalam mencapai ratusan orang. Dengan jumlah 
seperti itu maka dibutuhkan tenaga pendidik yang lebih untuk bisa 
memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh anak yang 
terdapat di dalam Lapas. Menurut pertauran yang berlaku, Kepala 
Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang 
lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan 
atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang 
pendidikan dan pengajaran. Namun berdasarkan kenyataan 
sekarang hal tersebut belum bisa terlaksana dengan baik. Banyak 
tenaga pendidik seperti guru yang enggan untuk hadir di Lapas 
dalam rangka pemberian pendidikan kepada narapidana anak 
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karena alasan-alasan tertentu. Keadaan seperti ini dapat 
menghambat pendidikan anak dalam upaya pembentukan karakter  
landasan berfikir, serta kemampuan akademik bagi para 
narapidana anak. Hal ini tentu saja harus lebih mendapatkan 
perhatian dari pihak Lapas maupun Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan, mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi anak. 
5. Kurangnya suplay anggaran untuk pendidikan. Anggaran untuk 
pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses 
pendidikan anak di dalam Lapas. Hal ini juga merupakan sesuatu 
yang urgen. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran atau 
biaya dengan pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran 
proses pendidikan. Di dalam Lapas pendidikan personal bisa 
dilakukan di luar Lapas dengan terlebih dahulu memenuhi apa 
yang menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh Lapas. Misalnya 
untuk mendapatkan pendidikan di luar, ada biaya tunjangan lebih 
yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Biaya tersebut di gunakan 
untuk memfasilitasi anak dalam melakukan proses tersebut. 
6. Kurangnya Pengawalan terhadap narapidana. Pengawalan 
terhadap narapidana wajib dilakukan apabila narapidana anak 
melakukan proses pendidikan di luar Lapas. Pengawalan ini 
bertujuan untuk mengawasi  narapidana dalam melakukan 
pendidikan diluar Lapas agar tidak melakukan perbuatan atau 
tindakan diluar yang salah menurut pearturan yang ditetapkan, 
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misalnya melarikan diri, melakukan tindak pidana, dan lain 
sebagainya.  
7. Kekurangan  Mitra kerja dalam upaya melakukan pemenuhan hak 
narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Kurangnya partisipasi dari instansi 
terkait ini seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
hal ini penyediaan tenaga pendidik. Mitra kerja sangat dibutuhkan 
untuk memfasilitasi kebutuhan Anak Pidana. Pihak Lapas selalu 
menyambut baik kesediaan para pengajar atau guru. Bukan hanya 
pengajar, dibutuhkan juga partisispasi aktif dari berbagai elemen 
penggiat anak, lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan 
dengan anak untuk menyukseskan program dan 
peenyelenggaraan pendidikan di dalam Lapas. Apabila banyak 
instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam 
pemenuhan hak ini, maka Lapas akan sangat terbantu dalam 
melakukan proses pemenuhan pendidikan tersebut. 
8.  Rendahnya kepedulian masyarakat, pemerintah daerah baik 
propinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi 
kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan narapidana 
anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.  
Keadaan ini merupakan kondisi terkini dari Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar. Keadaan seperti ini dapat 
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membuat pemenuhan hak-hak anak didalam Lapas terbengkalai. 
Narapidana anak biasa melakukan pembelajaran secara autodidak dan 
berdasarkan bahan bacaan yang tersedia. Kualiatas Pendidikan terhadap 
anak, yang tidak lain merupakan generasi penerus bangsa di masa yang 
akan datang patut di pertanyakan. Pendidikan dan pembinaan yang 
dilakukan didalam Lapas akan sangat mempengaruhi perkembangan 
anak kedepaannya. Oleh karena hal tersebut maka sudah sepatutnya hal-
hal yang berhubungan dengan pendidikan harus selalu di jadikan prioritas 
utama dalam upaya meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa 
kedepannya   
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar anak didik 
pemasyarakatan kurang mendapatkan pendidikan. Hal tersebut 
disebabkan karena terdapat beberapa narapidana anak tidak mampu 
baca tulis atau buta huruf. Sebagian besar anak hanya belajar secara 
autodidak dan materi pembinaan praktek oleh para petugas. Sebagai 
seorang narapidana anak, Yusran22 juga menambahkan  bahwa “didalam 
lembaga pemasyarakatan terdapat waktu-waktu atau jadwal yang telah 
ditetapkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan 
proses pendidikan. Namun proses pendidikan tersebut tidak mencakup 
seluruh pendidikan seperti yang terdapat dalam sekolah pada umumnya. 
Disini kami sering belajar tentang keagaam seperti mengaji, shalat, dan 
                                                             
22
      Wawancara dengan Yusran,  Narapidana Anak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 
Kota Makassar 
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olahraga. Kami belum bisa mendapatkan pelajaran teknologi misalnya 
komputer karena mungkin fasilitasnya belum ada di sini”. 
Minimnya ketersediaan tenaga pendidik, khususnya pada 
pendidikan akademik bagi para narapidana anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar harus segera diatasi. Pendidikan 
dasar serta pengetahuan akademik sangat dibutuhkan oleh narapidana 
anak guna memperluas wawasan dalam berfikir. 
Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas seharusnya 
diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga 
pendidikan yang sederajat.  Namun akibat adanya kendala-kendala untuk 
merealisasikan program tersebut, maka sampai saat ini kegiatan 
pendidikan di dalam Lapas dilaksanakan dengan sarana dan prasarana 
seadanya. 
Untuk di Lapas Kelas 1 Kota Makassar, pemenuhan hak untuk 
mendapatkan pendidikan bagi para narapidana anak terus dilakukan agar 
dapat berjalan dengan maksimal. Namun hal tersebut tidak dapat 
dilimpahkan secara keseluruhan sistem pelaksanaannya kepada pihak 
Lapas. Di dalam pertauran pemerintah sendiri, tidak menjelaskan secara 
penuh petunjuk teknis pelaksanaan dari pendidikan.  
Menururt Gunawan 23  Hal tersebut juga menjadi kendala untama 
dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak. 
                                                             
23
    Wawancara dengan Gunawan,Amd.IP,S.Sos.,S.H.,M.Si, Kepala Seksi Bimbingan  
Kemasyarakatan   Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar   
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Pihak Lapas sebagai pelaksana tugas berupaya semaksimal mungkin 
untuk melakukan pemenuhan tersebut, salah satunya dengan cara 
melakukan sinkronisasi antara metode pengajaran pendidikan dengan 
proses pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. 
Walaupun dinilai masih belum maksimal, namun ini merupakan suatu 
upaya maksimal yang dapat dilakukan. 
Pendidikan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan 
negara menjadikan anak-anak negara sebagai anggota masyarakat. 
Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam pembinaan dan 
pendidikan narapidana agar menjadi lebih baik. Yang sesungguhnya 
sangat penting untuk di bina adalah pribadi narapidana anak, 
meembangkitkan harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab 
untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahterah 
dalam masyarakat, sehingga potensial untuk menjadi manusia yang 
berpribadi dan bermoral tinggi.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan pemnuhan hak narpidana anak untuk mendapatkan 
pendidikan di Lapas Kelas I Makassar belum sepenuhnya 
terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan 
sebaik mungkin mengingat sangat urgennya pendidikan bagi 
seseorang (anak) walaupun sedang menjalani masa pidana. Hak 
mendapatkan pendidikan tersebut merupakan sesutu yang harus 
dipenuhi karena telah di atur dalam Peraturan Pemerintah. Di- 
Lapas Kelas I Makassar, untuk pemenuhan proses pendidikan 
terdapat Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A (setara SD), 
Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) sebagai 
rangkaian proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi 
narapidana anak. Namun program tersebut belum berjalan secara 
optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Sebagaian besar narapidana anak melakukan pembelajran  secara 
autodidak. Di dalam pelaksanaan pendidikan Kejar paket, pihak 
Lapas bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan 
pembinaan dan pendidikan dilakukan sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan oleh pihak Lapas. Untuk proses pengajarannya, pihak 
Lapas melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat,  
terutama untuk penyediaan tenaga pendidik. Namun karena 
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minimnya tenaga pendidik yang terseddia di dalam Lapas, maka 
proses pendidikan didalam Lapas tidak dapat berjalan secara 
efektif. Pihak Lapas sendiri sangat mengharapkan bantuan aktif 
dari mitra kerja dalam upaya memaksimalkan apa yang menjadi 
hak dari narapidana anak tersebut.  
2. Dalam pelaksanaan proses pendidikan didalam Lapas, ada 
beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. 
Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya mitra kerja untuk 
melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, 
sarana yang tersedia di Lapas belum memadai, keterbatasan 
tenaga pendidik  yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, 
pengawalan terhadap narapidana anak apabila menempuh 
pendidikan di luar Lapas, serta alokasi anggaran yang minim untuk 
pendidikan didalam Lapas. Selain itu terdapat juga kendala dari 
aspek yuridis, dimana belum adanya peraturan pelaksana yang 
mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan 
sekolah formal bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1999 hanya menerangkan tentang kewajiban melaksanakan 
pendidikan formal di dalam Lapas. Namun teknis pelaksanaan 
untuk menunjang kegiatan tersebut tidak diatur secara mendetail. 
Keadaan ini yang membuat  pihak lembaga pemasyaraktan 
kesulitan untuk melaksanakan peratuuran tersebut. 
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B. Saran 
Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 
disampaikan oleh Penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengatasi problem yang terjadi di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, khususnya pada proses 
pelaksanaan pendidikan bagi narapidana harus diperlukan peranan 
langsung dari pemerintah setempat dalam hal ini Kementrian 
Hukum dan HAM untuk melakukan evaluasi  terhadap perencanaan  
program-program kerja yang telah di buat. Fungsi pengawasan 
terhadap seluruh penyelenggaraan program-program pendidikan 
dan pembinaan juga penting untuk dilakukan. Pengawasan 
dilakukan dalam upaya mengawasi program-program yang 
dilakukan dalam Lapas. Hal ini  penting  untuk mengetahui 
permasalahan yang dapat menghambat keberlangsungan hak-hak 
narapidana anak, khususnya mengenai pendidikan.  Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai fasilitator juga harus menyediakan 
kebutuhan anak berupa sarana dan prasarana yang memadai 
untuk menunjang pendidikan anak di dalam Lembaga 
Pemayarakatan. Selain itu, sangat dibutuhkan Peraturan 
Pemerintah dalam hal penentuan petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaan untuk melakukan pendidikan berdasarkan kurikulum 
yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 
Makassar. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar para 
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pelaksana tugas dilapangan mempunyai pegangan dan patokan 
dasar dalam melakukan hal tersebut. Dengan adanya kedua hal 
tersebut, para pelaksana  program pendidikan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan tidak kehilangan arah dan mempunyai visi yang 
jelas dalam melakukan proses pengajaran. 
2. Mitra kerja sangat diperlukan pihak Lapas untuk memberikan atau 
memfasilitasi proses pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas 
Kelas 1 Makassar. Kerja sama dengan pihak-pihak tersebut dapat 
membantu mengatasi kendala-kendala yang terdapat di dalam 
Lapas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus berperan 
aktif dalam memfasilitasi kebutuhan yang di butuhkan oleh 
narapidana anak melalui lembaga pemasyarakatan. Partisipasi dari 
organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta aktifis penggiat anak 
juga sangat dibutuhkan didalam proses ini mengingat sangat 
pentingnya pendidikan untuk narapidana anak khususnya di Lapas 
Kelas I Makassar. 
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